
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMO 14.a TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa selama 

satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah 

untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan 

pembangunan daerah yang berkesinambungan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamasa Tahun Anggaran 2019; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b 

tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2019. 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6056); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 



  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2019; 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Mamasa. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN  

ANGGARAN 2019; 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamasa dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Pemerintah Daerah; 

5. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi 

Barat. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah Dinas, Badan Kantor atau Lembaga Teknis 

lainnya yang masuk dalam perangkat Daerah Kabupaten 

Mamasa berdasarkan peraturan yang berlaku. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 



selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, 

misi dan program kepala daerah dengan berpedoman 

pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 

9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 

adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005–2025 yang disusun melalui proses 

inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan 

program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana 

pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan 

provinsi. 

Pasal 3 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 

merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara, dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019. 

Pasal 4 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 

berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program 

kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran 

Pemerintah, dan pihak swasta, maupun swadaya 

masyarakat. 

Pasal 5 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 



1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

a. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, 

proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 

rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan 

antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, 

Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD. 

b. Dasar Hukum Penyusunan 

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum 

yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang 

berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau 

di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang 

perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata 

cara penyusunan dokumen perencanaan dan 

pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.  Pada 

subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-

undangan dicantumkan, melainkan cukup pada 

peraturan perundang-undangan yang memuat 

ketentuan secara langsung terkait dengan 

penyusunan RKPD. 

c. Hubungan Antar Dokumen 

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan 

dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 

Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : 

RPJMD Provinsi/Kabupaten, RKP/program strategis 

nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan 

RKPD Kabupaten Mamasa. 

d. Maksud dan Tujuan 

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan 

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang 



bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen 

RKPD bagi daerah yang bersangkutan. 

e. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD 

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen 

RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar 

isi setiap bab didalamnya. 

2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan 

tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga 

memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD 

tahun berjalan sebagai bahan acuan. 

a. Kondisi Umum Kondisi Daerah 

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan 

menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, 

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek 

geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini 

memuat beberapa bahasan di bawah ini : 

1) Aspek Geografi dan Demografi 

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis 

mengenai kondisi geografi daerah, potensi 

pengembangan wilayah, dan wilayah rawan 

bencana. 

2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan 

masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja 

pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang 

telah diolah dalam tahap perumusan dapat 

ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang 

disertai dengan penjelasan dan analisis, 

khususnya indikator yang paling dapat 

menjelaskan kondisi dan perkembangan 

kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan 

tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan 

ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni 

budaya dan olahraga. 

 



3) Aspek Pelayanan Umum 

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek 

pelayanan umum sebagai bagian dari indikator 

kinerja pembangunan secara keseluruhan. 

Indikator yang telah diolah dalam tahap 

perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel 

atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan 

analisis, khususnya indikator yang paling dapat 

menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek 

pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang 

fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta 

fungsi penunjang urusan pemerintahan. 

4) Aspek Daya Saing Daerah 

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya 

saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja 

pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang 

telah diolah dalam tahap perumusan dapat 

ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang 

disertai dengan penjelasan dan analisis, 

khususnya indikator yang paling dapat 

menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek 

daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang 

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas 

wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, 

dan fokus sumber daya manusia. 

b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 

sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. 

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan 

kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, 

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi 

RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan 

realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-

masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan 

pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun 

yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi 



pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program 

dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori 

urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, 

menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran 

kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program 

tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi 

mencakup : 

1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak 

memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang 

direncanakan. 

2) Realisasi program atau kegiatan yang telah 

memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang 

direncanakan. 

3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi 

target kinerja hasil atau keluaran yang 

direncanakan. 

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, 

terpenuhinya atau melebihi target kinerja program 

atau kegiatan. 

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian 

program RPJMD dan kinerja pembangunan 

daerah. 

6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan 

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tersebut. 

c. Permasalahan Pembangunan Daerah 

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian 

rumusan umum permasalahan pembangunan yang 

berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, 

dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan 

layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 

1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki 

nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 



rencana serta prioritas lain dari kebijakan 

nasional/provinsi yang bersifat mandatori. 

2) Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah 

Permasalahan pada bagian ini merupakan 

permasalahan pembangunan yang dibuat tiap 

urusan yang menyangkut layanan dasar dan 

tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi 

permasalahan menjelaskan apa yang menjadi 

masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta 

gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

harus konsisten dengan permasalahan yang 

dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah 

pada Renja Perangkat Daerah. 

3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu 

dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup 

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang 

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah 

meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah. 

a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang 

ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP 

(Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam 

dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah 

kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk 

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi 

dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, 

sebagai payung untuk perumusan prioritas program 

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 

pada tahun rencana. 

 

 



b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan 

ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan 

pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja 

daerah. 

4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan 

sasaranpembangunan daerah berdasarkan hasil analisis 

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu 

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, 

identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, 

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 

pendanaan. 

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan 

tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang 

diambil dari dokumen RPJMD. 

b. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) 

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada 

dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan 

tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan 

program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 

rencana. 

5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan 

evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun 

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan 

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas 

harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan 

dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan 



menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator 

Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan. 

7. BAB VII : PENUTUP 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

         Ditetapkan di Mamasa 

         Pada tanggal 28 Juni 2018 

         BUPATI MAMASA, 

ttd 

         H. RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

Pada tanggal 28 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

ttd 

BENYAMIN YD 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 278.a 

 




